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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : lV /HK.03.l-Kpt /76O6/KPU-Kab/Iv /2o2r

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Mengingat

a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-

sd/06/KPUllttl2O2I Tanggal 22 Ma-ret 2O2L Perihal

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi

kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk

Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Marnuju Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang

Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Marnuju Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Irrformasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48461;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik {lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og

Nomor ll2, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang........

Menimbang
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3. undang-undang Nomor I Tahun 2o1s tentang penetapa.n

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor I
Tahun 2ol4 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
walikota menjadi undang- undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1S Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O2O tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2O tentang perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor l Tahun 2O1S tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6Sa7);

4. Undang-Undang Nomor Z Tahun 2OlZ tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlZ Nomor Ig2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6log);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor t4O4);

6. Peraturan Komisi pemilihan lJmum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15
Nomor 456);

7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor g Tahun
2417 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau walikota dan wakil warikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlZ Nomor l2a!;

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1o rahun
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2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan I,Jmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 32O),

sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2079 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L763l.;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2A2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

LImum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 123614

11. Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 172/HM.O2.-

Kpt/O6lWU lllu202l Tentang Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

l. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

: 244/HM.O2-sd/06 lKPUlrrrl202l Tanggal 22 Maret 2O2l

Perihat Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan

(Bakohumas);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah Nomor:

16/HK.03.1-BA/76O6lKpu-KablI\t 12021 tentang

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

di Lingkungan Komisi PemiUhan Umum Kabupaten

Mamujs Tengah.

Memperhatikan

Menetapkan.

\-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KOMISI

MAIVTUJU TENGAH

KEHUMASAN KOMISI

MAMUJU TENGAH.

PEMILIHAN UMUM

TENTA}IG BADAI{

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN

KOORDINASI

KABUPATEN

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan

Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

Komisi

\-

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari
(s eb agaimana tercanfiim dalam lampiran):

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan

Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah untuk
kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Badan Koordinasi Kehumasan pada

Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku

Kepentingan;

c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Bagian Kehumasan pada Organisasi

Masyarakat/ Organisasi Kepemud aan /l*rnbaga
Swadaya Masyarakat;

d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan;

e. menghimpuD, mengelola, dan menyalurkan

data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-

masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan
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KEENAM

Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd
ITASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Bagian Hukum
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MAMUJU TENGAH

NoMoR : l> /HK.03.r-Kpt/7606/KPU-
Kab/lv /2021 TENTANG BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2O2I

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021

NO NAMA JAE}ATAN

JABATAN DAI-AM SUSUNAN

BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN

1 NASRUL Ketua
Pembina Badan Koordinasi

Kehumasan

2 SAMPE AMIRUDDIN
Divisi Perencanaan,

Program dan Data

Pembina Badan Koordinasi

Kehumasan

3 SURYADI RAHMAT Dirrisi Teknis
Pembina Badan Koordinasi

Kehumasan

4 JASMUDDIN Divisi SDM dan Parmas
Pembina Badan Koordinasi

Kehumasan

5 MUHDAR
Di\risi Hukum &

Pengawasan

Pembina Badan Koordinasi

Kehumasan

6 AKHMAD Sekretaris
Ketua Badan Koordinasi

Kehumasan

7 MUHAMMAD ANUGRAH
Kasubbag Keuangan,

Umum dan l,ogistik
Tim Penghubung

8 ALTASMIN

Penata Kelola Pemilu

Ahli

Muda/Subkoordinator

Hukum

Tim Penghubung

9 MUH. ALBAR QURAISY

Penata Kelola Pemilu

Ahli

Muda/Subkoordinator

Teknis dan Hupmas

Tim Penghubung



10 BAHRUM, SE., MAP

Perencana Ahli
Muda/Subkoordinator

Program dan Data

Tim Penghubung

11 AHMAD BESTARI
Staf Sub Bagian Umum

& logistik
PeLaksana

t2
ISWADI LITAK KARAENG

ABNER
Staf Sub Bagian Hukum Pelaksana

13 ARMI BURHAN
Staf Sub Teknis dan

Hupmas
Pelaksana

l4 PAMPANG BONE
Staf Sub Bagian

Program dan Data
Pelaksana

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 15 April 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd
ITASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

b. Bagian Hukum


